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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah, Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) berkewajiban menyusun Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini diharapkan dapat
memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Binjai, Maret 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN
PERTANIAN KOTA BINJAI

Ir. DEWI ANGGERIANI
NIP. 19630809 199203 2 002
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang terdiri dari
I)Laporan Realisasi Anggaran; 2)Neraca; 3)Laporan Operasional; 4)Laporan Perubahan
Ekuitas; 5)Catatan Atas Laporan Ekuitas (CaLK) Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi
keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan

Binjai, Maret 2018
Pengguna Anggaran

Ir. DEWI ANGGERIANI
NIP. 19630809 199203 2 002
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai merupakan
salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Binjai yang dibentuk
berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Binjai
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas
Daerah Kota Binjai. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran,
maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala
Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK).
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1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2018 antara lain merupakan
sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan selama TA
2018 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan
di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan
merupakan penyajian informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Tahun Anggaran 2018 ini mengacu dan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir

2
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diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Walikota Binjai Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor
12 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Binjai;
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk Bab
sebanyak 6 Bab terdiri dari:
Bab I. Pendahuluan
Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:
- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:
- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan.
Bab III. Kebijakan Akuntansi
Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah;
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Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan,;
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan,;
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalam standar akuntansi

pemerintahan.

Bab IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional (LO), beban, aset, kewajiban
dan ekuitas dana;

Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja, dengan penerapan basis kas,
untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis

akrual.

Bab V. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VI. Penutup
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IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ditetapkan sebesar

Rp.432.671.910,00 untuk pendapatan dan

Rp.13.283.868.623,00

untuk Belanja Daerah, yang terdiri dari Rp.13.014.540.339,00 untuk

Belanja Operasional dan Rp.269.328.284,00 untuk Belanja Modal.

Realisasi target kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Binjai selama tahun 2018 dapat dilihat secara ringkas

pada tabel berikut:

Tabel 1

Iktisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2018

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4
Pendapatan 432.671.910,00 270.147.000,00 | 162.524.910,00
Belanja 13.283.868.623,00 12.313.570.543,00 | 970.298.080,00

Belanja Operasional

13.014.540.339,00

12.054.522.043,00

960.018.296,00

Belanja Modal

269.328.284,00

259.048.500,00

10.279.784,00

Surplus/(Defisit)

(12.851.196.713,00)

(12.043.423.543,00)

(807.773.170,00)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, secara umum Realisasi

Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
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sebesar Rp.270.147.000,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar
Rp.432.671.910,00. Sedangkan realisasi belanja sebesar
Rp.12.313.570.543,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar
Rp.13.283.868.623,00, selisih ~ Bertambah/(Berkurang) sebesar
Rp.970.298.080,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran belanja
daerah. Untuk surplus/(defisit) terdapat defisit sebesar Rp.
807.773.170,00.

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

yang
telah ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Tahun
2018 dapat dilihat masih adanya kegiatan yang tidak terealisasi 100%.
Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam
pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal
antara lain disebabkan SDM aparatur yang belum memadai, sarana
dan prasaran yang belum optimal, masih adanya kekhawatiran akan
adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan
implementasi peraturan perundang-undangan yang setiap tahunnya

mengalami perubahan.
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BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-
aturan dan praktek-praktek yang digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31

Desember 2017 yaitu sebagai berikut :

3.1. Entitas Pelaporan

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Binjai disusun dengan mengacu pada Format yang disajikan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1
Januari 2018 dan berakhir 31 Desember 2018. Mata uang yang

digunakan adalah Rupiah.
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Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/
pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelengarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada

entitas pelaporan.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yaitu basis kas untuk
pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pendapatan-LO dan beban
dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Binjai sudah menerapkan basis akrual dalam penatausahaan
keuangannya dan telah menerapkan basis akrual dalam penyusunan

laporan keuangan.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima
atau dibayarkan sedangkan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayarkan.



Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, TA
2018

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa
pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima
oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui

pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan
ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau

dibayar oleh kas daerah.

3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran
atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan
ekuitas). Dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset,
kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah
menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar
pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan
untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai
nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan
kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu

mengetahui basis—basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan
9
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dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis
pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka
informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat
mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis

pengukuran tersebut.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan

yang ada di Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018.

10
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BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2015
tentang Penerapan = Standar Akuntansi Pemerintahan sedangkan
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya
Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi
terhadap Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 merupakan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 yang terdiri :

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realiasasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Binjai merupakan gabungan dari Laporan Realisasi

11
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Anggaran (LRA) SKPD dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan

ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)
270.147.000,00 234.281.000,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh
dan dipungut berdasarkan peraturan daerah (perda) Kota Binjai. Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mengelola retribusi jasa
usaha Rumah Potong Hewan, dimana tahun 2018 mengalami kenaikan

dari tahun 2017.

2. BELANJA - LRA

Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)
12.313.570.543,00 12.820.882.167,00

Pada Tahun Anggaran 2018 secara umum realisasi belanja tidak
melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana jumlah realisasi
belanja sebesar Rp. 12.313.570.543,00 dari Pagu anggarannya sebesar

Rp.13.283.868.623,00 atau 92,70% dari anggaran. Realisasi belanja

12
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tersebut mengalami penurunan akibat penurunan anggaran belanja.

Belanja tersebut terdiri dari :

Uraian

Anggaran

Realisasi %

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan
Jasa

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin

13.014.540.339,00
9.004.200.499,00
4.010.339.840,00

269.328.284,00

35.418.284,00
233.910.000,00

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

12.054.522.043,00
8.231.559.153,00
3.822.962.890,00

259.048.500,00

35.050.000,00
223.998.500,00

92,62
91,42
95,33

96,18

98,96
95,76

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi

yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam satu periode

pelaporan unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan

operasional sebagai berikut :

1. Pendapatan

SALDO SALDO KENAIKAN/
. 2018 2017 (PENURUNAN) o
Uraian Rp Rp Rp (%)

PENDAPATAN - LO

PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) - LO
Pendapatan Retribusi
Daerah — LO

270.147.000,00
270.147.000,00

270.147.000,00

234.281.000,00
234.281.000,00

234.281.000,00

35.866.000,00
35.866.000,00

35.866.000,00

13
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Realisasi pendapatan retribusi daerah yang dikelola Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai pada tahun 2018
mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar Rp. 35.866.000,00

(15,31%), yaitu berasal dari retribusi jasa usaha Rumah Potong Hewan

2. Beban

Pada Laporan Operasional Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Binjai, akumulasi dari beban operasional sebesar
Rp.13,439,433,053.00 yang terdiri dari Beban Pegawai-LO sebesar
Rp.7,946,038,997.00; Beban Barang Jasa sebesar
Rp.4,552,662,470.00; Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar

Rp.939,377,486.00; dan Beban Lain-lain sebesar Rp.1,354,100.00.

. Saldo 2018 Saldo 2017 Kenaikan/
Uraian (Penurunan) %
Rp Rp Rp

BEBAN OPERASI 12.834.248.366,00 13.439.433.053,00 (605.184.687,00) (4,50)
Beban Pegawai - LO 8.231.559.153,00 7.946.038.997,00 285.520.156,00 3,59
Beban Barang dan 3.714.255.270,00 4.552.662.470,00 (838.407.200,00) (18,42)
Jasa
Beban Penyusutan 888.231.975.00 939.377.486,00 (51.145.511,00) (5,44)
dan Amortisasi
Beban Lain-lain 0.00 1.354.100,00 (1.354.100,00) (100,00)
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4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
1. ASET
1.1 Aset Lancar
2018 2017
(Rp) (Rp)
ASET LANCAR
Kas di Bendahara 0.00 0.00
Penerimaan
Kas di Bendahara 0.00 0.00
Pengeluaran
Piutang Pendapatan 0.00 0.00
Piutang Lainnya 0.00 0.00
Persediaan 109.775.470,00 1.178.400,00
JUMLAH ASET LANCAR 109.775.470,00 1.178.400,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau untuk dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 pada Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Binjai masing-masing Rp.109.775.470.00
dan Rp.1,178,400.00 . Kenaikan nilai persediaan disebabkan adanya
pembelian pestisida untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan
hama dan penyakit pada lahan pertanian.

Rincian Persediaan selengkapnya pada Lampiran 1
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1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP
No.7).

Saldo aset tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai masing-
masing Rp.7.514.827.357,00 dan Rp. 7.456.409.074,00 dengan
rincian jenis aset tetap dan mutasi selama tahun anggaran 2018 dapat

dilihat pada tabel berikut:

2018 2017
(Rp) (Rp)
ASET TETAP
Tanah 1.156.781.895.00 666.702.195,00
Peralatan dan Mesin 5.901.936.931,71 5.670.404.431,71
Gedung dan Bangunan 4.452.063.091.00 4.049.927.371,00
Jalan, Irigasi, dan 7.506.704.024.00 7.506.704.024,00
Jaringan
Aset Tetap Lainnya 65,062,000.00 65.062.000,00
Konstruksi Dalam 0.00 0.00
Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan (11.567.720.584,71) (10.502.390.947,71)
JUMLAH ASET TETAP 7.514.827.357,00 7.456.409.074,00
1. Tanah

Untuk nilai aset tetap dari Tanah per 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 masing-masing senilai Rp. 1.156.781.895,00 dan Rp.

666,702,195.00. Terjadi audit ulang atas instruksi Badan Pemeriksa
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Keuangan untuk menilai ulang aset tanah Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Binjai yang belum tercatat di kartu Inventaris
barang yaitu sebidang Tanah atas bangunan Balai Benih Ikan sebesar
Rp. 120.719.700,00 , Tanah atas bangunan Kebun Pohon Induk
sebesar Rp. 360.000.000,00 dan Tanah atas bangunan Pasar Hewan
sebesar Rp. 9.360.000,00 Hal ini sudah dilakukan pencatatan di KIB A
Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB A)
2. Peralatan dan mesin
Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 masing-masing senilai Rp. 5.901.936.931,71 dan Rp.
5.670.404.431,71. Terjadi peningkatan aset peralatan dan mesin senilai
Rp. 231.532.500,00.

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB B)

3. Gedung dan Bangunan
Saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 masing-masing senilai Rp. 4.452.063.091,00 dan Rp.
4.049.927.371,00. Terjadi penambahan nilai aset gedung dan bangunan,
sehubungan dengan penilaian ulang aset saat pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB C)
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4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018
dan 31 Desember 2017 masing-masing senilai Rp. 7.506.704.024,00 dan
Rp. 7.506.704.024,00. Tidak terjadi peningkatan nilai aset Jalan, Irigasi,
dan Jaringan dari tahun 2017 ke tahun 2018.

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB D)

5. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 masing-masing senilai Rp.65,062,000,- dan Rp.
65,062,000,-. Tidak ada mutasi (penambahan/pengurangan) Aset
Tetap Lainnya dari tahun 2017 ke tahun 2018.

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB E)

6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018
dan 31 Desember 2017 masing-masing senilai Rp.11.567.720.584,71
dan Rp. 10.502.390.947,71. Terjadi perubahan Akumulasi Penyusutan
Aset tetap dari tahun 2017 ke tahun 2018 yang diakibatkan terjadi

penambahan aset Gedung dan Bangunan .
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1.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi
jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset nonlancar lainnya
diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya
adalah: (1) aset tak berwujud, (2) tagihan penjualan angsuran yang
jatuh tempo lebih dari 12 (duabelas) bulan, (3) Tuntutan Ganti Rugi, (4)
aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan (5) kas yang

dibatasi penggunaannya.

2018 2017
(Rp) (Rp)
ASET LAINNYA
Aset Lain-lain 1.192.109.777,43 1.192.109.777,43

Akumulasi Penyusutan (1.153.162.351.43) (1.150.890.922,43)
Aset Lainnya
JUMLAH ASET LAINNYA 38.947.426,00 41.218.855,00
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember
2017 masing-masing senilai Rp. 38.947.426,00 dan Rp. 41.218.855,00.
Tidak terjadi perubahan nilai Aset Lainnya tahun 2018.
Rincian selengkapnya pada Lampiran 7 (KIB Aset Lain-Lain)
2. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintah daerah (PSAP No.9). Rincian kewajiban pada

19



Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, TA

2018

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tahun 2018 dan

2017 dapat dilihat berikut;

KEWAJIBAN
Utang Beban

JUMLAH KEWAJIBAN

201.968,00

201.968,00

2018 2017
(Rp) (Rp)
110.550,00

0,00 0,00
110.550,00

Terdapat kewajiban tahun 2018 pada Dinas Ketahanan Pangan

dan Pertanian Kota Binjai yaitu Utang Beban rekening air bulan

Desember 2018 dibayarkan di Tahun Anggaran 2019 )

3. Ekuitas

URAIAN
EKUITAS AWAL
SURPLUS/DEFISIT-LO
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Koreksi ekuitas lainnya
Koreksi Ekuitas Lainnya
Equitas Antar SKPD
EKUITAS AKHIR

2018
7.498.695.779,00
(12.564.101.366,00)
12.043.423.543,00

0,00

0,00
685.330.329,00
0,00

0,00
7.663.348.285,00

2017
7.591.951.079,00
(13.205.152.053,00)
0,00

0,00
0,00
525.295.586,00
0,00

0,00
(7.498.695.779,00)

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

masing-masing senilai Rp.

7.663.348.285,00

dan Rp.

(7.498.695.779,00). Terjadi peningkatan Saldo Ekuitas dari tahun

2017 ke tahun 2018.

20



Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, TA
2018

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai merupakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Binjai.

5.1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah,
susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri
dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
a.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.Subbagian Keuangan dan Aset;
c.Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
a.Seksi Ketersediaan Pangan;
b.Seksi Distribusi Pangan;
c.Seksi Kerawanan Pangan.
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
a.Seksi Konsumsi Pangan;
b.Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
c.Seksi Keamanan Pangan.
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari :
a.Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
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b.Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
c.Seksi Penyuluhan.
6. Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura;
b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan
Hortikultura.
7. Bidang Perikanan, terdiri dari :
a. Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan;
b. Seksi Produksi dan Pakan Ikan;
c. Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikan.
8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
a.Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak;
b.Seksi Kesehatan Hewan;
c.Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Peternakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI);
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan dan Mata Tempel
Pertanian;

11.Kelompok Jabatan Fungsional.

5.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Binjai, sebagai berikut:

1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur

pelaksana wurusan pemerintahan bidang ketahanan pangan,
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pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan

serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian,
peternakan, dan perikanan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan,
pertanian, peternakan dan perikanan;

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan,;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;

e. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
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penataan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan;
pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit
ternak dan hijauan pakan ternak, benih/bibit ikan dan pakan
ikan;

pengawasan peredaran sarana pertanian, peternakan dan
perikanan;

pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan dan
perikanan;

pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman,
penyakit hewan, dan penyakit ikan;

pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian,
peternakan, dan perikanan;

. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

pemberian rekomendasi teknis pertanian, peternakan, dan
perikanan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan
pangan, pertanian, peternakan dan perikanan,;

pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian;

24



Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, TA
2018

q. penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian,
peternakan dan perikanan; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu
dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas berkaitan dengan
ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian,
kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, perbendaharaan,
penyusunan program, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan
urusan umum lainnya.
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang
Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis
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serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi
pangan.
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Konsumsi
dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan peyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan
dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan

Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang
Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan
penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis,
serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan
penyuluhan pertanian.
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
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bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tanaman
Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
Bidang Perikanan

Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan
dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan.
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan
dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan

dan kesehatan hewan.

27



Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, TA
2018

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI)
dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD BBI mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

di bidang balai benih ikan.
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BAB VI
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Binjai untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2018, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari
semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dari
kelompok Belanja Daerah, Aset, Kewajiban serta Ekuitas Dana.

Dengan laporan keuangan SKPD ini, semoga dapat diperoleh
gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, Realisasi
pelaksanaan APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk
tahun anggaran 2018. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan
masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang.

Selanjutnya Laporan Keuangan SKPD ini secara lengkap selain
dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, turut dilengkapi
dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu rangkaian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketahanan Pangan

dan Pertanian Kota Binjai.

Binjai, Maret 2019
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Dewi Anggeriani

NIP. 19630809 199203 2 002
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